LEMBARAN DAERAH
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NOMOR SERI: B

TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN
DAN KELAUTAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

Menimbang

.a

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! BOLAANG MONGONDOW,

bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pendapatan
asli daerah agar mampu membiaya penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan
bertanggungjawab kepada daerah sebagai daerah otonomi;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7
Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan dan Kelautan serta pungutan
retribusi atasnya tidak sejalan lagi dengan pertumbuhan ekonomi dan
perkembangan keadaan dalam kehidupan masyarakat sehingga periu
melakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah;
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Mengingat

—

10.

Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi {Lembaran Negara Rl Nomor 74
Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1822);

Undang-Undang Ri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang -
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037),

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1085 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1085 tentang Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
3299);

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Rativikasi Konvensi
Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 3319);

Undang-Undang R! Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3493);

Undang-Undang R Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3687);

Undang-Undang Ri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4048);

Undang-Undang R! Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4389),

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4437);

a7

67



1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

Undang-Undang Rl Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Rl
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)
(Lembaran Negara Rl Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3275},

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 1993 (Lembaran Negara Rl Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3536);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3692);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang
Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Neger

Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Daerah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 fentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat | dan Daerah
Tingkat I

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun
1986 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan
Daerah dan Unit Kerja. Pengelola Pendapatan Daerah;
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